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ABSTRAK
OLEH
ARDINA

Kata kunci :Evaluasi, Hubtngan Kerja dan Peraturan.Desa

Penelitian 'ini-dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara
Kepala Desa dan BPD. Indikator yang digunakan adanya hubungan sejgjar, adanya,
adanya kepentingan bersama, adanya sikap saling menghornati dan adanya niat baik
untuk saling membantu. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Tanjung Harapan ini
adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftra kuisioner sebagai alat
pengumpul data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan
baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas keberadaan tujuan
penelitian pada lokas teliti. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu
adalah  penelitian  ilmiah yang Sistematis = terhadap  bagian-bagian
dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi.  Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa evaluas hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam
penetapan peraturan desa dir Desa Tanjung, Harapan masih kurang terjalin dengan
baik. Hal ini ditandai dengan kurangnya hubungan berdasarkan indicator penelitian
dalam menetapkan peraturan yang desa.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Republik ini jauh sebelum abad ke -18 sebagaimana laporan “Mr.
Herman Warmer Muntingke” seorang Belanda pembantu Gubernur
Jenderal yang bekerja di Indonesia pada tahun 1811 ( Sadu

Wasistiono, 2007: 7).
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Pengertian Desa menurut Bintaro ( 1983 ) adalah sebagai

berikut :

erangkaian dari perwujudan._antara kegiatan sekelompok
sia_ dengan lingkung si| dari perpaduan itu ialah

h’qﬁs % @ mi yang ditimbulkan

mengeluarkan

) Desa, kemudian

Seiring berlakunya kebijakan itu, dampak khusus dalam proses
penyelenggara pemerintah desa yang jauh lebih berdaya dan dapat
menegakkan prinsip-prinsip demokrasi adalah hadirnya Badan

Permusyawaratan Desa sebagai badan parlemen desa.
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Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan dan

pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian,
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6/2014, Pasal 5 berbunyi * desa
berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota”. Hal ini berarti bahwa desa
yang berkedudukan diwilayah Kabupaten/kota dibentuk dalam sistem
pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



UU 6/2014 menggeser posiss BPD dari yang awanya
pelaksana menjadi lembaga desa. Lalu, terjadi pula perubahan fungsi
BPD, yang membuat kedudukan dari BPD semakin jelas. Bahwa kini
BPD menjadi lembaga | egidlative desa yang mengarahkan BPD untuk
menerima, mendengarkan dan menyalurkan suara atau keinginan dari
warga desa, merencanekan anggara dan bertindak juga sebagal
pengawas pemerintahan. Dari Undang-undang, diketahui beberapa

fungsi BPD yang behubungan dengan Kepala Desa, diantaranya :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama K epala Desa.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

W N

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepaa Desa
adalah sebuah mitra kerja, oleh'Karenanya kedua lembaga tersebut
tidek dapat dipisahkan dan dalam menjalankan kinerjanya Kepaa
Desa dan BPD harus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Antara Kepala Desa memiliki beberapa jenis hubungan, :

. Hubungan dominasi, artinya dalam ha melaksanakan hubungan
tersebut pihak pertama menguasal pihak kedua.

Pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam hubungan
dominasi ini pemerintah desa menguasa Badan Permusyawaratan

Desa ( BPD ) dengan artian semua kebijakan yang diambil pemerintah
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desa tidak perlu pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa (
BPD).

2. Hubungan subordinasi, artinya dalam melaksanakan hubungan

paliknya Badan
arela tunduk kepada

yang dikeluarkan

menghargai. Setiap pengambilan kebijakan pemerintaha desa wajib
berkonsultas dengan BPD. Ini juga berlaku dalam pembuatan

peraturan desa.
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Dikecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdapat

beberapa desa antara lain Domo, 1V Koto Setingkai, Kuntu, Kuntu

Darussalam, Lipatkain, Lipatkain Selatan, Tanjung Mas, Teluk Paman

Didesa Tanjung Harapan, BPD mulai dibentuk pada tahun

2001, dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang. Sejak berdirinya,
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setigp tahunnya desa ini membuat sebanyak 4 Peraturan desa dan 1

diantaranya adalah mengenai APBDes.

endati secara dejure telah disahkan, tapi secara faktual ( fakto

enduduk desa
e-15 yakni pada
ada sebelum UU
ang adanya Perda

atau desa adat

mempunyai dua kelembagaan : Pemerintah Desa dan BPD. BPD
berfungs bersama kepala desa menerima masukan serta

mengaplikasikan apa yang dihendaki penduduk.
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Dari tugas atau wewenang kepala desa tersebut, maka

disimpulkan Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD adaah :

M enj jalankan penyel enggar aa

pemerintahan sesuai dengan

desa dengan BPD

(2

mana hubungan

Per musyawartan

AL LEL
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Tabel 1.1 : Periodesas Jabatan Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Tanjung Harapan

Jumlah Perdes yang

dibuat

4 Perdes

terdahulu  bahwa
1000 orang, sejaan

99 dikatakan * jumlah

a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang
anggota,
b. Jumlah penduduk 1501-2000 jiwa, 7 orang anggota

¢. Jumlah penduduk 2001-2501 jiwa, 11 orang anggota
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d. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota

Berdasarkan ketentuan diatas, maka jumlah anggota BPD Desa

arapan Periode

Pekerjaan

Wiraswasta

Guru

Andini

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan,2018

Dari tabel sebelumnya dapat dilihat tingkat pendidikan dan

pekerjaan dari anggota BPD Desa Tanjung Harapan. Secara periode
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keanggotaan BPD ini, BPD Tanjung Harapan hanya mampu
mengeluarkan sebanyak 4 buah perdes. Termasuk BPD periode ke 3

Tahun 2014. Dari 4 buah perdes yang dikeluarkan, penulis melihat

J desa Tahun 2017 belum

h @n *“ ok
“1 rakat dan camat. Sedangkan
menurut Permel Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Desa, pasal 6 ayat 1 menyatakan *“ Rancangan
Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk

mendapatkan masukan”.
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Barangkali dari fenomena-fenomena itu, maka penulis

menetapkan judul dari rencana penelitian ini * Evaluasi Hubungan

Kerja Antara Kepala Desa dengan BPD dalam Penetapan Peratturan

a. Untuk mengevaluasi hubungan kerja kepala desa dengan BPD
dalam menetapkan peraturan desa periode 2014.
b. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi

hubungan kerja sama kepala desa dengan BPD.
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2. Kegunaan Pendlitian
a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan mampu meningkatkan, memperdalam dan memperluas

naRENRNNY Y

\ S
=

o/
é
8
O
8
e
S
«Q
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

dungi segenap

, mencerdaskan

pertama adanya pemerintah daerah dan kedua adanya pemerintahan
pusat.
Sebagaimana dalam Pasal 18 undang-undang 1945 amandemen

kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintahan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing sebagai berikut ; (
Sarundajang, 2005;62 )

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

)
v

JJJJJ

&
r
o
’
o
&
5
”
/
)

<
]
g
B
2
QD

6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan.
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2. Teori Pemerintahan
Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan, Syafiie ( 2001;20)

mengemukakan bahwa pemerintahan berawal dari kata pemerintah,

@
=3
=3
®
<
3
@

S0 b

Imu pemerintahan
>merintahan umum

merata dan menyeluruh

2001;21 ) ilmu

tentang penunjukan

cara bagaimana lembaga pemerintahan umum ini disusun dan

difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
Menurut Nurcolis ( 2004; 78-79 ) pemerintahan baik pusat

maupun daerah mempunya tiga fungs utama; 1) memberikan

pelayanan/service baik pelayanan perorangan maupun pelayanan
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public/khalayak, 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk

meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, dan 3) memberikan

perlindungan atau protektif masyarakat.

masyarakat/public service.
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4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan daam

egah terjadinya

kekosongan

C C
JJJJJ

1. Adanya proses dimana pekerjaan dari pimpinan bersifat
berkesinambungan dan harus dikembangkan agar tercapainya

tujuan.
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2. Pengurusan secara teratur usaha kelompok karena koordinasi
adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok bukan terhadap

usaha-usaha individu.

. Terjadinya penyusunan suatu kumpulan secara teratur.

Dan syarat-syarat koordinasi yang baik menurut Kooutz (

dalam Sufian, 1995;262 ) adalah;
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1. Adanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif akan memberi

bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur.

2. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan

sendiri dalam Ikatan Negara K esatuan Republik Indonesia.
Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan menyampaikan laporan mengenai

pel aksanaan tugasnya kepada Bupati.
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6. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Pemerintahan

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan
Pancasila. BPD dibentuk sebagai salah satu implementasi daripada

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tetnag Pemerintahan Daerah
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yang erat kaitannya dengan pemerintah desa yang dikenal dengan
sebutan Badan Perwakilan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama

9. Teori Evaluas

Untuk mengukur kontribusi dari para pegawa dalam

melaksanakan evaluasi dapat digunakan beberapa cara yakni ; (
Gomes, 2006;133)

1. Kelayakan pekerjaan
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2. Karakteristik perorangan

3. Kualitas dari performansi pegawai

di evaluas sangat mempengaruhi aokasi resource bagi

'n.u'n;n-

1“‘

B. Kerangka Berpikir

Daam melakukan evaluas maka diperlukan suatu kegiatan
untuk mengetahui apakah kegiatan yang dijaankan telah sesual

dengan rencana yang ada.
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Untuk itu, perlu dilihat sgjauh mana hubungan kerja yang

telah dilakukan dan bagaimana hasilnya maka perlu penulis tampilkan

kerangka pikiran dibawah ini :

'm‘i ‘ an tentang Evaluas

etapan Peraturan Desa

_,1.\\\1\\\\\\“0‘

“'-
’ Q.
LD

l . Tidak Baik
Bak Cukup Baik

Sumber : Teori Taliziduhu Ndarah dan Modifikasi Penulis, 2018
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C. Konsep Opersional

Dalam penélitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang

‘\*\\\\\\!\\““ .
i
g
5

=)
@
<*

a yang seharusnya

ada serta evaluasi
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D. Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional variabel penelitian mengenai Evaluas
Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan BPD
dalam Penetapan Peraturan Desa ( Studi di Desa

Tanjung Harapan Keca n Kampar Kiri Kabupaten

Item Penilaian
aluasi - /a dasar | -Baik
roses untuk | -Cukup baik
ﬁ’ -Tidak baik
y pala Desa
‘. ﬁ lanya draf
e ’z akan
20
' setujui
’ edua  belah
A
g
"
’ akan | -Cukup baik
' -Tidak baik

berkaitan
dengan
kepentingan
desa
. Usulan
Perdes
dibahas
sebelumnya
secara
informal
c. Draf perdes
disetujui
bersama

N\
“

3. Adanya skap | a Kepada Desa| -Bak




saling
menghormati
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dan BPD
mengetahui
bahwa usulan
perdes

berasal  dari
masing-
masing pihak

-Cukup baik
-Tidak baik

-Baik
-Cukup baik
-Tidak baik

Kampar Kiri Kabupaten Kampar dapat dilakukan pengukuran yaitu :

Bak . Jika hasil penelitin terhadap indikator yang ada di

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri
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Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dengan persentase 67%-100%

Cukup baik . Jika hasil penelitian terhadap indikator yang tersedia

Tidak baik  : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan
persentase 0-33%

b. Adanya kepentingan bersama
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Bak . Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan

persentase  67-100%

Cukup baik  : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan

Cukup baik a hasil penelitian atau jawaban responden
dengan persentase 34-66%
Tidak baik :Jika hasil penelitian atau jawaban responden

dengan persentase 0-33%
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. TipePenéelitian

tiap-tiap populasi
agal alat pengumpulan

ti dadam membuat

°
@

<
:

«Q
g2
2
=)

<43
:
3
@
o
o
[0}
s
c
5
g

bagian-bagian da or a hubungan-hubungannya.

B. Lokas Penditian

Lokas penelitian dilaksanakan pada desa Tanjung Harapan,

dengan alasan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD masih
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sering terjadi konflik seperti

penyusunan dan penetapan peraturan desa.

C. Populasi dan Sampel

ah unit analisi

\\\\\\‘“‘

|
A

~

BPD tidak ikutserta dalam rapat

iia 1.yang umum yang terdiri
SNyt .0,; )
crtentur yeig ditetpeka %

kualitas dan

k mempelgjari

ah sebagian dari

aluas Hubungan
etapan Peraturan

Persntase

AP PR PP NP P

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Jumlah

17

17

100%

Sumber : Olahan Penulis, 2018
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D. Teknik Penarikan Sampel
Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam

pemilihan sampel untuk aparatur adalah teknik sensus untuk aparatur

wh “é

¢
-
o
r
=,
7
e

secara tepat situasi dan kondisi dari lokasi penelitian yaitu desa
Tanjung Harapan guna memperoleh data mengenai kondisi

hubungan kerja di Tanjung Harapan.
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b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada
populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti mengenai

Hubungan Kerja, dilakukan dengan dua cara yaitu Terstruktur dan

Setelah seluruh data yang ada menyatu, data itu selanjutnya
dibagi-bagi atas tipe dan kategori menurut data serta dimasukkan
dengan penjelasan-penjelasan secara deskriptif yang sifatnya

mendukung dalam memaknakan hasil penelitian, untuk itu ditarik

kesimpulannya.



H. Jadwal Pelaksanaan Pendlitian

Dibawah ini akan dipaparkan.mengenai jadwa pelaksanaan

penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat padatabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Jadwal Pelaksanaan Pendlitian Evaluasi Hubungan Kerja
Kepala-Déesa dan BPD ‘dalam Penetapan Peraturan Desa (
Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar )

No | Jenis Bulan dan Minggu Ke-
Kegiatan
Februari- | September | Oktober November | Desember | Januari Februari
Agustus
1 2,3(4,.1 1123 4|1 1234123
1 Penyusunan
UP
2. | Revis UP
3. | Seminar UP
4. | Revis
Kuisioner
5. | Rekomendasi N
Survey
6. | Survey ]
L apangan
7. | Andisisdata “
8. | Penyusunan
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laporan hasil
penelitian  (
skripsi )

Konsultasi
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

um Kabupaten

kemakmuran
» Bintang Bersudut Lima adalah melambangkan pancasila
» Pohon Karet adalah melambangkan sumber dari kemakmuran

rakyat
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» Tujuh Belas Butir Padi dalam setangkai dan Lima Cabang
Pohon Karet adalah melambangkan bahwa Negara Republik

Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945

)
o,‘
&
3
:

.
g
g
=}
g

r
o
’
o
&
5
”
/
)

Kiri merupakan salah satu Kecamatan di
Kabupaten Kampar induk yang telah dimekarkan menjadi lima
Kecamatan, yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu,
Kampar Kiri Tengah dan Gunung Sahilan. Dengan luas wilayah +

1.181,28 Km2. Atau 10,46% dari luas wilayah Kabupaten Kampar.
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Secara keseluruhan wilayah Kampar Kiri tidak ada yang berbatasan
dengan laut.Semua desa di Kecamatan Kampar Kiri dilintasi oleh

sungai, diantaranya sungai subayang, sungai kuantan dan sungai

pertumbuhan penduduk tiap tahunnya di wilayah dianggap sebagai
factor pendukung kegiatan pembangunan. Penduduk menyediakan
tenaga ahli, pemimpin dan tenaga yang diperlukan dalam menciptakan
kegiatan ekonomi serta pada konsumsi.Gelgja pertumbuhan penduduk

juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan.



C. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan

Desa Tanjung Harapan berada di Kampar Kiri, memiliki batas
wilayah, sebelah utara berbatasan dengan desa Lipatkain Selatan,
sebelah Selatan.. berbatasan .dengan desa. Kuntu, sebelah barat
berbatasan dengan desa Siabu dan sebelah timur berbatasan dengan
desa Teluk Paman Timur. Luas wilayah desa ini adalah 122 ha, serta
jumlah penduduknya sekitar 785 orang, penduduk lelaki berjumlah
395 jiwa sedangkan wanita berjumiah 390 jiwa.

Desa ini adalah Desa Hasil Pemekaran Dari Desa Induk yaitu
Desa Teluk Paman pada tahun 2001, Desa Tanjung Harapan pada
mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Nagari, pada tahun 1937
datanglah penduduk Kolonisasi sgjumlah 45 KK dan sebanyak 135
jiwa, kemudian_pada tahun 1939, datang lagi sejumliah 100 KK sama
dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk
semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah
yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 322 Ha. Jarak dari Desa
Tanjung Harapan ke K ecamatan adalah 15 KM dengan waktu tempuh
30 menit perjalanan.

Desa Tanjung Harapan memiliki lembaga pemerintahan seperti
1 Kepala Urusan Pemerintahan, 1 Kepala Urusan Umum dan 1 Kepala

Urusan Pembangunan. Desa Tanjung Harapan memiliki 4 dusun
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diantaranya, Dusun Lubuk Payung, Sosopan Indah, Rawa Makmur

dan Mekar Jaya.
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BABV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daam penelitian ini yang mengangkat tentang Evaluasi Hubungan

responden. Dimana berbeda satu dengan lainnya. Tingkat pendidikan

responden yang mengisi kuisioner dari tabel berikut ini :
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Tabel 5.1: Distribus Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan

Jumlah

Per sentase (%)

11,7%

)

SN
4

AR ANy

2. Tingkat U

23,5%

29,4%

35,0%

100%

ang atau 11,7%,

SMP berjumlah 5

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan responden dalam

memberikan penilaian secara objektif terhadap Evaluasi Hubungan

Kerja Kepala Desa dan Badan Peermusyawaratan Desa dalam

Penetapan Peraturan Desa ( Studi

Desa Tanjung Harapan
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Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ), maka pada tabel

berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu :

Tabel 5.2: Distribusi Tingkat Umur Responden

Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar ) dapat mewakili semua kalangan berdasarkan umur sehingga

dinilai dapat memberikan jawaban yang objektif.
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3. JenisKelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas

responden ini juga akan memuat jenis kelamin dari responden. Hal ini
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B. Evaluas Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan
Permusyawar atan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa ( Studi

di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

ala Desa dan

aturan Desa (
Kiri Kabupaten

dalam tanggapan

desa daam Evauas Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Penetapatan Peraturan Desa ( Studi di
Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar )

dapat dilihat padatabel berikut ini :
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Tabel 5.4 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Adanya
Hubungan Sejajar
No. Item Penilaian Kategori Jawaban Jumlah
CB B
17
17
17
88,2%
lah penelitian dari

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kepala Desa dan salah

satu anggota BPD pada hari Senin 19 November 2018 mengenai

adanya hubungan sejgjar, mengatakan bahwa:
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“Dalam hubungan kerjasama penyusunan rancangan
peraturan desa, kepala desa dan BPD sudah berusaha melakukan

kerjasama dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan desa,

ota BPD, bahkan
tapi juga dalam
an. Anggota BPD

egiatan sehingga

Setelah rancangan peraturan desa disusun, selanjutnya akan
digjukan untuk dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh Kepaa

desadan BPD.
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Untuk mengetahui lebih jelas pengajuan rancangan peraturan
desa daam Evaluas Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa ( Studi di

kator Adanya

Jumlah

17

17

17

tanggapan responden tentang Indikator adanya kepentingan bersama
yaitu rata-rata 11 orang menjawab baik dengan persentase 64,7%,
kemudian 13 orang menjawab cukup baik dengan persentase 76,4%,

serta 19 orang menjawab baik dengan persentase 58,8%. Tanggapan
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semua responden tentang Indikator mengajukan rancangan peraturan

desa maka dapat dikategorikan cukup baik dengan persentase sebesar

76,4%.

sl dengan BPD untuk
ankan agar BPD

Nyusunan rancangan

perbedaan pendapat antara Kepala Desa dan BPD. Kedua belah pihak

saling merasa benar dan pihak lain yang tidak peduli.
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3. Adanya Sikap Saling Menghor mati

Hubungan konsultasi dan kerjasama adalah dimana pemerintah

desa bisa melakukan konsultasi kerjasama. Dimana Kepala Desa

'

\\\17)

ALt

B L5 e

m melakukan pekerjaan
ung) )
s

an. seharusnya
a pemerintahan

"-,1 aturan desa yang
7
g memengaruhi

epala Desa dan Badan

Jumlah
17
dapat berasal dari
masing-masing pihak
2. | Padanya rasa saling 5 6 17
menghormati selama
ini
3. | Tidak ada 8 4 17
pembatal an rapat
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tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu

Jumlah 15 20 16

maka da *" kategorikan cukup

o o

“Dalam membahas rancangan peraturan desa hingga menjadi
peraturan desa, Kepala desa sudah melakukan musyawarah dengan
BPD dan anggotanya, namun dalam musyawarah tersebut tidak

semunya hadir”

Kemudian, menurut salah satu anggota BPD, mengatakan :
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“Dalam musyawarah membahas dan mengesahkan rancangan

peraturan desa menjadi peraturan desa, Kepala desa melakukannya

sendiri tanpa melibatkan anggota BPD”

membantu dalam

JJJJJ

ada sdah pihak

terutama dalam

2 3. 8.

ot
.P a
~

‘ Q “ ‘% erja Kepala Desa dan Badan
o
enetapatan Peraturan Desa ( Studi di

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar )

dibawah datanya :
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Tabel 5.6 : Tanggapan Sampel tentang Adanya Niat untuk Saling

M embantu
No. Item Penilaian Kategori Jawaban Jumlah
B CB B
erja untuk rakyat 17
17
17

persentase 117,6%, 6 orang menjawab tidak baik dengan
persentase 94,1%. Tanggapan semua responden tentang indikator
adanya sikap saling menghormati maka dapat dikategorikan cukup

baik dengan persentase 117,6%.
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Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kepala Desa dan salah

satu anggota BPD pada hari Senin 19 November 2018 mengenai

adanya sikap saling menghormati, mengatakan bahwa:

usyawarah untuk
esa antara kepala desa
pabila ada pihak yang

tahui hasil rapat.

Penetapatan Peraturan Desa ( Studi di Desa Tanjung Harapan

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar )

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun

2014 pasal 209, menyatakan bahwa Kepala Desa dan BPD saling
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bekerja sama dalam membuat peraturan desa dan pengesahannya. Dari

pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan kedua Iembaga

pemerintahan desa tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama

3. Masih adanya satu pihak yang menganggap mitra kerjanya kurang

mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi, dilihat pada

perumusan peraturan desa.
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4. Rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman daam

menjalankan tugas dan fungs dari masing-masing lembaga,

sehingga menghambat kerjasama.
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BAB VI

PENUTUP

dalam hubungan
apan, antara lain,

Jsyawarah rencana

an Kerja yang lebih maksimal dengan cara
melakukan pertanggungjawaban atas kerja-kerja yang diberikan
serta lebih memahami tugas dan fungsi dari masing-masing

lembaga sehingga terjalinnya hubungan yang baik.
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2. Diharapkan kepada Kepala Pemerintah ditingkat Desa dan BPD

untuk lebih mengutamakan kepentingan penduduk di desa itu dan

menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan penyusunan
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